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Abstrak

Artikel ini menganalisis arsitektur kekuasaan dalam politik Indonesia kontemporer sebagai susunan
hubungan formal dan informal yang menentukan siapa dapat membuat keputusan, mengalokasikan
sumber daya, menetapkan agenda, serta menghindari pertanggungjawaban. Dengan pendekatan
ekonomi-politik institusional, tulisan membedakan arsitektur konstitusional—presiden, parlemen,
peradilan, lembaga pengawasan, dan pemerintahan daerah—dari arsitektur operasional yang
dibentuk oleh koalisi besar, personalisasi partai, pembiayaan politik, patronase, jaringan bisnis,
birokrasi, aparat keamanan, kepemilikan media, dan platform digital. Analisis menunjukkan bahwa
kekuasaan Indonesia tidak sepenuhnya terpusat ataupun tersebar. Presiden memiliki kapasitas
koordinasi yang kuat, tetapi bergantung pada partai, elite ekonomi, birokrasi, serta negosiasi dengan
pusat-pusat kekuasaan lain. Elite dapat berkolusi untuk mempersempit kompetisi sekaligus saling
membatasi agar tidak muncul dominasi tunggal. Desentralisasi membuka inovasi dan partisipasi,
tetapi juga melokalkan patronase. Masyarakat sipil, pers, kampus, pengadilan, pemilih, dan gerakan
sosial tetap menghasilkan daya korektif, meskipun ruangnya tidak selalu seimbang. Artikel
mengusulkan reformasi yang menghubungkan transparansi pembiayaan, demokratisasi partai,
independensi hukum, meritokrasi birokrasi, pengawasan konflik kepentingan, pluralisme informasi,
dan partisipasi bermakna. Kesimpulannya, demokratisasi kekuasaan memerlukan perubahan
arsitektur insentif, bukan hanya pergantian individu di puncak pemerintahan.

Kata Kunci: arsitektur kekuasaan; politik Indonesia; demokrasi; oligarki; presidensialisme; partai
politik; patronase; negara hukum; desentralisasi; masyarakat sipil

Catatan Pendekatan

Esai ini menggunakan kajian literatur dan pendekatan ekonomi-politik institusional. Istilah seperti
oligarki, autokratisasi, dan kemunduran demokrasi diperlakukan sebagai konsep analitis yang
diperdebatkan, bukan label partisan. Fokusnya adalah mekanisme, relasi, dan akibat bagi
akuntabilitas publik.
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1. Pendahuluan: Membaca Kekuasaan sebagai Arsitektur

Kekuasaan politik sering dibayangkan sebagai sesuatu yang dimiliki seorang presiden, ketua
partai, pejabat, konglomerat, atau pimpinan lembaga. Pandangan itu berguna untuk mengenali aktor,
tetapi kurang memadai untuk menjelaskan mengapa keputusan tertentu dapat diambil, mengapa janji
reformasi melemah setelah pemilu, atau mengapa pergantian tokoh tidak selalu mengubah pola
kebijakan. Kekuasaan bekerja melalui arsitektur: susunan institusi, sumber daya, aturan, jaringan,
kebiasaan, dan pengetahuan yang menghubungkan banyak aktor. Sebuah bangunan politik dapat
memiliki rancangan konstitusional yang demokratis, tetapi penggunaan ruangnya dibentuk oleh akses
yang tidak setara, pintu informal, dan koridor negosiasi yang tidak terlihat publik.

Istilah arsitektur mengarahkan perhatian pada relasi. Presiden kuat karena memiliki kewenangan
konstitusional, kendali atas kabinet, akses birokrasi, dan legitimasi elektoral. Namun efektivitasnya
juga bergantung pada dukungan parlemen, kepatuhan administrasi, kondisi fiskal, hubungan dengan
aparat, penerimaan pasar, serta opini publik. Pengusaha memiliki kekuatan material, tetapi
memerlukan aturan, izin, kontrak, dan perlindungan negara. Partai mengendalikan pencalonan, tetapi
membutuhkan dana, figur populer, serta jaringan lokal. Media dapat membentuk agenda, namun
dipengaruhi kepemilikan, iklan, platform, dan hubungan politik. Tidak ada satu pusat yang sepenuhnya
mandiri.

Indonesia kontemporer memperlihatkan paradoks. Setelah Reformasi, konstitusi membatasi
masa jabatan presiden, memperkuat parlemen, membentuk Mahkamah Konstitusi, mengembangkan
pemilu langsung, menjamin kebebasan, dan mendesentralisasikan pemerintahan. Pada saat yang
sama, kekayaan tetap terkonsentrasi, pembiayaan politik mahal, partai terpersonalisasi, serta
jaringan lama beradaptasi. Demokrasi menyediakan kompetisi dan sirkulasi elite, tetapi tidak
otomatis menyamakan kemampuan memengaruhi keputusan.

Artikel ini tidak memakai istilah oligarki sebagai slogan yang menjelaskan semua hal. Oligarki
adalah salah satu dimensi arsitektur, terutama ketika kekayaan material dapat dipertahankan dan
diterjemahkan menjadi pengaruh politik. Namun institusi elektoral, perbedaan elite, birokrasi,
identitas sosial, hukum, dan mobilisasi warga tetap memiliki otonomi relatif. Analisis yang baik harus
menjelaskan kapan kepentingan kaya menang, kapan mereka terpecah, kapan negara bertindak lebih
mandiri, dan kapan publik mampu mengubah hasil.

2. Fondasi Konstitusional Pasca-Reformasi

Perubahan UUD 1945 menggeser sistem dari konsentrasi kekuasaan menuju pembagian
horizontal yang lebih jelas. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi; lembaga negara
menjalankan kewenangannya masing-masing. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung, masa
jabatan dibatasi, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan
kehakiman dijalankan secara merdeka. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan DPD memperluas
struktur. Desain tersebut bukan pemisahan absolut, melainkan mekanisme kerja bersama dan saling
mengawasi.

Presidensialisme Indonesia memiliki mandat ganda: presiden dan DPR sama-sama memperoleh
legitimasi pemilih. Potensi konflik diatasi melalui koalisi, negosiasi legislasi, anggaran, dan distribusi
jabatan. Karena sistem kepartaian majemuk, presiden hampir selalu membangun koalisi lintas partai.
Koalisi dapat menciptakan stabilitas dan memperlancar kebijakan, tetapi koalisi yang terlalu luas
mengurangi oposisi serta mempersempit pilihan publik. Pengawasan parlemen kehilangan daya
ketika mayoritas partai terintegrasi ke pemerintahan.
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Konstitusi adalah fondasi, bukan keseluruhan bangunan. Aturan formal memerlukan lembaga
yang memiliki kapasitas, integritas, dan budaya menahan diri. Kewenangan yang tertulis dapat
diperluas melalui kebiasaan, tafsir, peraturan turunan, anggaran, dan pengangkatan pejabat.
Sebaliknya, lembaga yang secara formal independen dapat dilemahkan melalui seleksi pimpinan,
ketergantungan anggaran, serangan reputasi, atau perubahan undang-undang. Karena itu,
independensi harus dibaca sebagai ekosistem, bukan label.

Kekuatan desain pasca-Reformasi terletak pada banyaknya titik veto dan mekanisme koreksi.
Tidak mudah bagi satu aktor menguasai seluruh sistem. Namun banyak titik veto juga mendorong
transaksi. Kebijakan dapat bergerak setelah kepentingan pemegang veto diakomodasi. Masalah
utama bukan kompromi—demokrasi memang memerlukannya—melainkan ketertutupan,
ketimpangan akses, dan pertukaran yang mengorbankan kepentingan publik.

3. Presidensialisme Koalisional dan Pusat Eksekutif

Presiden merupakan simpul utama arsitektur kekuasaan karena mengarahkan pemerintahan,
mengangkat menteri, mengendalikan agenda administrasi, mengusulkan anggaran, dan memiliki
kapasitas komunikasi nasional. Aparat kepresidenan, kementerian koordinator, kantor staf, serta tim
khusus memperluas kemampuan koordinasi. Popularitas personal dapat memperkuat posisi presiden
terhadap partai dan parlemen. Tetapi mandat elektoral tidak menghapus kebutuhan membangun
koalisi.

Presidensialisme koalisional bekerja melalui pembagian portofolio, kesepakatan legislasi,
penempatan pada lembaga, dan akses terhadap program. Dalam bentuk produktif, koalisi
menggabungkan kompetensi serta memperluas basis kebijakan. Dalam bentuk patronase, jabatan
menjadi alat mempertahankan loyalitas dan distribusi manfaat. Batas antara keduanya tidak selalu
jelas. Seorang menteri dari partai dapat profesional sekaligus menjadi penghubung kepentingan
organisasi.

Koalisi besar menciptakan pemerintahan yang stabil, tetapi stabilitas perlu dibedakan dari
akuntabilitas. Jika hampir semua partai berada di pemerintahan, kritik parlemen dapat menjadi ritual.
Konflik berpindah ke dalam kabinet atau elite partai dan tidak diketahui publik. Pemilih sulit
mengaitkan hasil dengan tanggung jawab karena keberhasilan diklaim bersama, sedangkan kegagalan
dialihkan. Oposisi kecil juga kekurangan sumber daya untuk membangun alternatif kebijakan.

Kekuatan presiden dibatasi oleh masa jabatan, konstitusi, pemilu, pengadilan, elite koalisi,
birokrasi, dan opini publik. Kajian Mietzner (2024) menunjukkan bahwa kolusi elite dapat memfasilitasi
pembesaran eksekutif sekaligus menetapkan batas ketika kepentingan mereka terancam. Pola ini
mencegah keruntuhan total, tetapi dapat menghasilkan kemunduran bertahap. Dengan demikian,
dispersi kekuasaan tidak selalu identik dengan demokratisasi; kekuasaan dapat tersebar di antara
elite tanpa tersebar kepada warga.

4. Parlemen: Legislasi, Anggaran, dan Negosiasi Elite

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara konstitusional, ia adalah arena
utama tempat kebijakan diuji secara terbuka. Komisi, rapat dengar pendapat, panitia kerja, dan sidang
paripurna menyediakan prosedur. Namun kekuatan parlemen dipengaruhi disiplin fraksi, kendali
pimpinan partai atas pencalonan, akses informasi, dan hubungan dengan pemerintah serta kelompok
kepentingan.
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Anggota DPR menghadapi beberapa garis akuntabilitas: kepada pemilih, partai, donor, kelompok
pendukung, dan kepentingan pribadi. Sistem proporsional terbuka mendorong persaingan
antarkandidat dalam partai yang sama. Kandidat harus membangun merek personal dan jaringan
lokal, sering dengan biaya tinggi. Setelah terpilih, insentif untuk memelihara konstituen dapat
bercampur dengan kebutuhan memulihkan biaya politik. Struktur ini membantu menjelaskan
mengapa reformasi pendanaan dan partai berkaitan langsung dengan kualitas legislasi.

Proses undang-undang yang cepat dan minim partisipasi dapat mengubah parlemen dari ruang
deliberasi menjadi mesin ratifikasi. Sebaliknya, keterbukaan dokumen, daftar inventarisasi masalah,
naskah akademik yang berkualitas, serta jawaban terhadap masukan dapat memperkuat legitimasi.
Partisipasi bermakna bukan sekadar mengundang organisasi setelah keputusan dibuat. Publik
memerlukan waktu, data, serta penjelasan mengenai masukan yang diterima atau ditolak.

Pengawasan parlemen juga dipengaruhi koalisi. Hak interpelasi, angket, rapat, dan persetujuan
anggaran efektif bila anggota memiliki independensi dan informasi. Namun pengawasan dapat
menjadi alat tawar, bukan mekanisme koreksi. Reformasi perlu memperkuat layanan riset
nonpartisan, transparansi lobi, rekam jejak suara, dan perlindungan bagi anggota yang mengungkap
konflik kepentingan.

5. Partai Politik sebagai Penjaga Pintu

Partai menghubungkan warga dengan negara melalui agregasi kepentingan, rekrutmen pemimpin,
pencalonan, dan pembentukan pemerintahan. Dalam praktik Indonesia, fungsi penjaga pintu sangat
kuat karena akses ke pemilu dan jabatan bergantung pada keputusan partai. Namun demokrasi
internal, kaderisasi, dan pembuatan program sering tertinggal dibandingkan personalisasi
kepemimpinan serta kalkulasi elektoral.

Ketua umum dan elite pusat mengendalikan tanda tangan pencalonan, struktur, serta sumber
daya organisasi. Sentralisasi dapat menjaga disiplin, tetapi mempersempit partisipasi anggota. Ketika
partai bergantung pada figur kaya atau keluarga politik, keputusan strategis mudah menjadi privat.
Kongres formal tidak selalu mencerminkan kompetisi yang setara. Akibatnya, demokrasi nasional
berdiri di atas organisasi yang internalnya belum sepenuhnya demokratis.

Kelemahan pendanaan anggota mendorong partai bergantung pada pejabat, donor, pengusaha,
dan kandidat. Bantuan negara dapat mengurangi ketergantungan jika disertai audit, formula adil,
pendidikan kader, serta sanksi. Tanpa transparansi, tambahan dana hanya memperbesar sumber
daya elite. Laporan keuangan perlu mengungkap donor, belanja digital, aset, badan usaha terkait, dan
transaksi non-uang.

Reformasi partai merupakan titik kunci karena banyak lembaga negara diisi melalui proses politik.
Jika pencalonan tertutup dan berbasis transaksi, masalah akan berpindah ke parlemen, kabinet,
pemerintah daerah, dan lembaga independen. Demokratisasi partai tidak berarti negara mengatur
setiap keputusan internal, tetapi menetapkan standar minimum: hak anggota, pemilihan pengurus,
seleksi kandidat, pelaporan dana, pencegahan konflik kepentingan, dan penyelesaian sengketa.

6. Oligarki dan Konversi Kekayaan Menjadi Pengaruh

Oligarki merujuk pada konsentrasi kekuasaan material di tangan sedikit orang serta upaya
mempertahankan kekayaan dan posisi. Dalam demokrasi, oligarki tidak harus menggantikan pemilu.
Pemilu dapat menjadi arena tempat kekayaan dikonversikan menjadi iklan, organisasi, akses media,
dukungan kandidat, dan pengaruh kebijakan. Winters (2013) menekankan bahwa demokrasi dan
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oligarki dapat hidup berdampingan karena kesetaraan suara tidak menghapus ketimpangan sumber
daya.

Konversi berlangsung melalui beberapa mekanisme: pembiayaan kampanye, kepemilikan media,
hubungan langsung dengan pejabat, perpindahan antara bisnis dan jabatan, asosiasi industri, kontrak,
serta penguasaan pengetahuan teknis. Tidak semua hubungan bisnis—politik koruptif. Pemerintah
memerlukan investasi dan konsultasi. Persoalan muncul ketika akses istimewa tidak transparan,
risiko dialihkan kepada publik, atau aturan dibuat oleh pihak yang mendapat manfaat.

Elite ekonomi bukan blok tunggal. Mereka bersaing berdasarkan sektor, wilayah, akses teknologi,
hubungan internasional, dan kedekatan politik. Negara dapat memperoleh ruang otonomi dengan
memanfaatkan perbedaan tersebut, tetapi juga berisiko menjadi arena perebutan rente. Kajian
Damanik (2025) mengenai relasi bisnis—politik menegaskan pentingnya memetakan keterhubungan
konkret, bukan hanya melabeli sistem.

Kebijakan antisipasi oligarki harus mengurangi kemampuan kekayaan membeli akses:
transparansi pemilik manfaat, aturan konflik kepentingan, pendanaan politik, persaingan usaha, pajak
yang efektif, keterbukaan pengadaan, dan penegakan hukum. Tujuannya bukan menghukum
kekayaan, melainkan mencegah kekayaan berubah menjadi hak politik yang lebih besar daripada
warga lain.

7. Birokrasi: Mesin Negara dan Arena Politik

Birokrasi menerjemahkan keputusan menjadi pelayanan, perizinan, pengawasan, anggaran, dan
data. Kekuasaan birokrasi berasal dari keahlian, kontinuitas, prosedur, serta penguasaan informasi.
Menteri dan kepala daerah datang serta pergi, tetapi aparatur menyimpan memori organisasi.
Birokrasi dapat melindungi rasionalitas kebijakan, namun juga dapat mempertahankan rutinitas,
rente, atau kepentingan korps.

Netralitas aparatur bukan berarti tanpa nilai; ia berarti pelayanan berdasarkan hukum dan
kepentingan publik, bukan loyalitas partisan. Politisasi terjadi melalui penempatan, mutasi, tekanan
kampanye, penggunaan program, dan ketergantungan karier pada pejabat politik. Sistem merit,
seleksi terbuka, perlindungan pelapor, dan evaluasi berbasis hasil mengurangi kerentanan tersebut.
Namun reformasi teknis tidak cukup jika pimpinan menggunakan indikator untuk menghukum kritik.

Digitalisasi memperluas kemampuan negara mengintegrasikan data dan mengawasi program. la
dapat mengurangi tatap muka yang membuka suap, tetapi juga memusatkan informasi sensitif. Siapa
yang merancang sistem, menentukan kategori, dan memperoleh akses menjadi pertanyaan
kekuasaan. Penilaian dampak privasi, audit algoritma, keamanan, dan pembatasan tujuan harus
menjadi bagian reformasi birokrasi.

Kapasitas negara perlu dibedakan dari kekuasaan koersif. Negara kuat mampu memungut pajak
adil, menyediakan layanan, menegakkan aturan secara konsisten, dan belajar dari kegagalan. Negara
yang mudah menghukum tetapi lemah melayani bukan negara efektif. Arsitektur demokratis
membutuhkan birokrasi profesional yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus terkendali oleh hukum,
parlemen, pengadilan, pengawas, dan warga.

8. Hukum, Peradilan, dan Politik Penegakan

Negara hukum menuntut kekuasaan dibatasi aturan yang umum, dapat diprediksi, dan diterapkan
setara. Peradilan menyediakan mekanisme menyelesaikan sengketa, menguji tindakan pemerintah,
serta melindungi hak. Namun independensi formal dapat terganggu oleh seleksi, promosi, anggaran,
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tekanan politik, korupsi, atau serangan publik. Karena itu, independensi harus berjalan bersama
akuntabilitas dan transparansi.

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis karena menilai undang-undang, sengketa
kewenangan, dan hasil pemilu. Putusannya dapat mengubah struktur kompetisi. Kredibilitasnya
bergantung pada alasan hukum, konsistensi, keterbukaan konflik kepentingan, serta etika hakim.
Ketika keputusan dipersepsikan dekat dengan kepentingan kekuasaan, kerusakan tidak berhenti pada
satu perkara; kepercayaan terhadap konstitusi ikut melemah.

Penegakan hukum selektif merupakan bentuk kekuasaan yang efektif karena aturan tidak perlu
diubah. Cukup memilih siapa diperiksa, kapan, dan dengan intensitas apa. Bahkan tanpa vonis,
proses dapat menimbulkan biaya politik. Sebaliknya, impunitas bagi pihak dekat kekuasaan mengirim
sinyal bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Statistik perkara perlu dilengkapi audit pola seleksi, waktu
penanganan, penghentian, dan pemulihan.

Reformasi membutuhkan desain pengangkatan yang terbuka, pengawasan etik independen,
publikasi putusan, manajemen perkara yang dapat diaudit, perlindungan pembela hukum, serta
pembatasan konflik kepentingan. Kebebasan kritik terhadap pengadilan harus dijaga, tetapi intimidasi
dan intervensi juga harus dicegah. Keadilan bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses yang terlihat
adil.

9. Lembaga Pengawasan dan Politik Independensi

Indonesia membentuk banyak lembaga independen untuk mengawasi pemilu, korupsi,
pelayanan, persaingan, hak asasi, dan administrasi. Pembentukan ini mencerminkan kesadaran
bahwa cabang kekuasaan konvensional tidak selalu mampu mengawasi diri. Lembaga tersebut
menjadi simpul horizontal accountability yang dapat menerima pengaduan, menyelidiki,
merekomendasikan, atau menindak.

Independensi bukan isolasi dari demokrasi. Lembaga perlu tunduk pada mandat, audit, etik, dan
pengujian pengadilan. Namun pengawasan tidak boleh dikendalikan oleh pihak yang diawasi.
Ancaman paling umum adalah perubahan undang-undang, seleksi partisan, pemotongan anggaran,
kriminalisasi pimpinan, serta pengosongan jabatan. Pelemahan sering berlangsung legal dan
bertahap.

Kualitas seleksi sangat menentukan. Proses terbuka harus mengungkap rekam jejak, afiliasi,
harta, konflik kepentingan, serta alasan pemilihan. Parlemen berhak melakukan uji kelayakan, tetapi
keputusan sebaiknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap kriteria. Rotasi berkala dan larangan
pintu berputar membantu mencegah penangkapan lembaga.

Lembaga pengawasan juga membutuhkan daya tindak. Rekomendasi yang terus diabaikan
menghasilkan simbol independensi tanpa akibat. Namun perluasan sanksi harus disertai prosedur
adil. Arsitektur yang sehat menghubungkan temuan pengawas dengan parlemen, pengadilan,
birokrasi, dan publik sehingga tidak berhenti sebagai laporan tahunan.

10. TNI, Polri, dan Kekuasaan Koersif

Reformasi memisahkan TNI dan Polri serta menegaskan supremasi sipil. TNI bertanggung jawab
pada pertahanan, sedangkan Polri memelihara keamanan dan menegakkan hukum. Namun batas
fungsi dapat diperdebatkan ketika ancaman bersifat hibrida, pemerintah membutuhkan kapasitas
cepat, atau perwira aktif ditempatkan pada jabatan sipil. Setiap perluasan perlu dasar hukum, tujuan,
waktu, dan pengawasan.
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Kekuasaan koersif memiliki sifat khusus karena negara memegang monopoli penggunaan
kekuatan yang sah. Legitimasi bergantung pada kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan
perlindungan hak. Dalam demonstrasi, konflik agraria, dan operasi keamanan, prosedur penggunaan
kekuatan serta investigasi independen menjadi ukuran demokrasi. Impunitas merusak kepercayaan
serta profesionalisme aparat.

Polri memiliki peran luas dari penyidikan hingga pelayanan, pengaturan, dan intelijen keamanan.
Luasnya mandat perlu diimbangi pengawasan internal, eksternal, parlemen, pengadilan, dan
masyarakat. Pengaduan harus dapat diakses dan hasilnya transparan. Data pengawasan digital
memerlukan batas lebih ketat karena mudah disalahgunakan terhadap oposisi.

Supremasi sipil bukan sekadar pejabat sipil memberi perintah. la berarti kebijakan keamanan
ditetapkan secara demokratis, anggaran diawasi, jabatan sipil diisi sesuai kompetensi, dan
pelanggaran diproses. Aparat profesional justru diuntungkan oleh batas yang jelas karena terlindung
dari politisasi jangka pendek.

11. Desentralisasi dan Lokalisasi Kekuasaan

Desentralisasi memindahkan kewenangan, anggaran, serta pelayanan ke daerah. la membuka
ruang inovasi, kedekatan pemerintah, dan munculnya pemimpin lokal. Warga dapat menilai hasil
secara lebih langsung. Namun desentralisasi juga melokalkan kompetisi rente, dinasti, dan patronase.
Jaringan yang sebelumnya berpusat di Jakarta beradaptasi melalui koalisi daerah.

Kepala daerah membutuhkan dukungan DPRD, partai, birokrasi, pengusaha, organisasi sosial,
dan pemerintah pusat. Pendapatan daerah menentukan otonomi riil. Daerah yang bergantung transfer
memiliki ruang kebijakan berbeda dari daerah kaya sumber daya. Politik perizinan, pengadaan, tata
ruang, dan BUMD menjadi titik pertemuan kekuasaan ekonomi serta elektoral.

Dinasti politik tidak hanya soal hubungan keluarga. la berkembang ketika nama, jaringan, modal,
akses partai, dan kendali birokrasi dapat diwariskan. Pemilih tetap menentukan, tetapi pilihan awal
telah disaring. Pencegahan yang konstitusional perlu berfokus pada konflik kepentingan, netralitas
aparatur, pendanaan, akses media, dan seleksi partai, bukan mendiskriminasi semata berdasarkan
kekerabatan.

Penguatan demokrasi lokal membutuhkan data anggaran terbuka, pers lokal independen,
musyawarah inklusif, pengawasan masyarakat, dan lembaga yang aman dari balas dendam.
Hubungan pusat-daerah juga harus jelas agar kegagalan tidak menjadi permainan saling
menyalahkan.

12. Politik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Sumber daya alam memperlihatkan arsitektur kekuasaan secara konkret. Izin, konsesi, tata
ruang, ekspor, hilirisasi, lingkungan, dan penerimaan negara melibatkan kementerian, pemerintah
daerah, perusahaan, bank, aparat, komunitas, serta investor asing. Manfaat nasional dapat besar,
tetapi distribusi biaya sering tidak seimbang bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur menunjukkan kemampuan negara menetapkan
arah strategis. Namun kapasitas transformasi perlu diimbangi transparansi kontrak, persaingan,
keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pembagian nilai tambah. Kajian Wijaya (2025)
tentang nikel menyoroti bagaimana kepentingan oligarkis dapat membentuk jalur pembangunan.
Analisis tidak cukup menilai pertumbuhan; perlu menelusuri siapa memiliki aset, menanggung risiko,
dan memperoleh kesempatan industri lanjutan.
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Proyek strategis sering menggunakan narasi urgensi. Kecepatan dapat diperlukan, tetapi tidak
boleh meniadakan konsultasi, pengadaan bersih, penilaian lingkungan, dan ganti rugi adil. Ketika
partisipasi diperlakukan sebagai hambatan, konflik muncul kemudian dalam bentuk protes, litigasi,
dan hilangnya kepercayaan.

Arsitektur reformasi meliputi keterbukaan pemilik manfaat, peta konsesi, data penerimaan,
kontrak, indikator lingkungan, dan mekanisme keluhan. Komunitas terdampak harus memiliki
informasi serta bantuan ahli. Negara yang kuat bukan negara yang selalu memenangkan proyek,
melainkan yang mampu menggabungkan pembangunan, hukum, dan keadilan antargenerasi.

13. Media, Konglomerasi, dan Produksi Persetujuan

Media membentuk agenda dengan memilih isu, sumber, dan bingkai. Dalam Indonesia,
kepemilikan media terkonsentrasi dan sebagian pemilik terlibat langsung dalam politik. Kondisi ini
tidak berarti semua jurnalis mengikuti pemilik, tetapi menciptakan struktur insentif, batas, dan akses
yang perlu dianalisis. Ruang redaksi juga dipengaruhi iklan, klik, serta platform digital.

Produksi persetujuan berlangsung bukan hanya melalui propaganda terang-terangan. Isu dapat
dikecilkan, sumber tertentu berulang, pilihan kebijakan dibatasi, atau keberhasilan dipersonalisasi.
Obijektivitas tidak berarti tanpa perspektif; ia menuntut metode, verifikasi, pluralitas, koreksi, dan
pemisahan berita dari iklan.

Media sosial memecah monopoli agenda, tetapi menciptakan penjaga pintu baru berupa
algoritma dan influencer. Penguasa dapat berkomunikasi langsung, melewati pertanyaan jurnalistik.
Kritik warga dapat viral, tetapi disinformasi dan intimidasi juga berkembang. Arsitektur informasi
menjadi hibrida antara televisi, portal, platform, dan grup privat.

Pluralisme memerlukan transparansi kepemilikan, perlindungan jurnalis, persaingan, media
publik independen, dan dukungan bagi pers lokal. Pemerintah boleh berkomunikasi, tetapi belanja
iklan publik tidak boleh menjadi alat mengatur pemberitaan. Informasi adalah infrastruktur demokrasi;
ketergantungannya pada kedekatan politik mengurangi kemampuan warga menilai kekuasaan.

14. Platform Digital, Data, dan Kekuasaan Algoritmik

Platform digital menguasai infrastruktur perhatian. Sistem rekomendasi menentukan visibilitas,
sedangkan data perilaku membantu segmentasi. Partai dan pemerintah menggunakan platform untuk
kampanye serta komunikasi. Perusahaan platform, walaupun tidak dipilih, menetapkan aturan yang
memengaruhi ruang publik nasional.

Kekuasaan algoritmik bekerja melalui klasifikasi dan prediksi. la tidak selalu memerintah secara
langsung; ia mengubah peluang suatu pesan dilihat. Konten emosional memperoleh keuntungan
dalam ekonomi perhatian. Jaringan berbayar dapat mensimulasikan dukungan. Akibatnya, popularitas
digital tidak identik dengan opini representatif.

Data politik memiliki nilai strategis karena dapat mengungkap preferensi, jaringan, lokasi, dan
kerentanan. Perlindungan data harus diterapkan pada partai, konsultan, pemerintah, dan platform.
Data pelayanan publik tidak boleh menjadi aset kampanye. lklan politik membutuhkan arsip sponsor,
biaya, sasaran, dan jangkauan.

Regulasi harus mencegah manipulasi tanpa memberi negara kewenangan sensor luas. Audit
risiko, akses penelitian, transparansi moderasi, proses banding, dan perlindungan privasi lebih
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demokratis daripada kontrol konten berdasarkan kenyamanan penguasa. Kedaulatan digital
seharusnya berarti kedaulatan warga atas data dan ruang informasi.

15. Agama, Organisasi Sosial, dan Otoritas Moral

Organisasi keagamaan memiliki jaringan pendidikan, pelayanan, ekonomi, dan komunitas yang
luas. Otoritas moral dapat memengaruhi kebijakan, perilaku pemilih, serta legitimasi. Dalam
demokrasi, partisipasi agama sah dan penting. Tantangannya ialah memastikan bahwa perbedaan
keyakinan tidak mengurangi kesetaraan kewargaan.

Elite politik membangun hubungan dengan organisasi melalui program, jabatan, dukungan, dan
simbol. Organisasi memperoleh akses untuk memperjuangkan kepentingan anggota, tetapi berisiko
ditarik ke transaksi elite. Kepemimpinan internal, sumber pendanaan, dan keragaman pandangan
menentukan otonomi.

Politik identitas dapat memberikan suara bagi kelompok yang terpinggirkan, tetapi dapat dipakai
untuk menutup debat kebijakan atau menstigmatisasi lawan. Arsitektur demokratis mengakui
ekspresi keagamaan sambil menjaga hak minoritas, kebebasan hati nurani, serta hukum yang berlaku
umum.

Dialog antaragama akan lebih bermakna jika terhubung dengan persoalan ketimpangan, korupsi,
lingkungan, pendidikan, dan kekerasan. Otoritas moral menjadi kekuatan korektif ketika berani
mengkritik sekutu politik sendiri, mengungkap konflik kepentingan, dan melindungi martabat semua
warga.

16. Kelas Menengah, Generasi Muda, dan Pemilih

Pemilih adalah sumber legitimasi, tetapi pilihan dibentuk oleh informasi, ekonomi, identitas,
kandidat yang tersedia, dan aturan elektoral. Kelas menengah sering diharapkan menjadi penopang
demokrasi karena pendidikan dan otonomi ekonomi. Namun kelas menengah juga dapat mendukung
ketertiban, nasionalisme, atau pemimpin kuat ketika merasa tidak aman.

Generasi muda mengalami politik melalui video pendek, komunitas digital, dan budaya populer.
Muhtadi dan kolega (2025) menemukan kepuasan demokrasi Gen Z dapat tinggi meskipun indikator
kualitas menurun. Ini mengingatkan bahwa penilaian warga tidak selalu mengikuti indeks elite;
pengalaman ekonomi, representasi, dan ekspektasi generasi berperan.

Kedaulatan pemilih dibatasi bila pencalonan tertutup, informasi bias, politik uang, atau
penggunaan aparatur. Namun pemilih bukan korban pasif. Mereka menegosiasikan pemberian,
identitas, program, dan kedekatan. Analisis clientelism perlu memahami agensi serta kerentanan,
bukan menyalahkan warga miskin.

Pendidikan politik harus memberi alat menilai kewenangan, anggaran, rekam jejak, dan konflik
kepentingan. Partisipasi tidak berhenti pada pemilu; warga dapat mengawasi, berorganisasi,
mengajukan informasi, menggugat, serta menghadiri konsultasi. Arsitektur berubah ketika tindakan
tersebar menjadi kapasitas kolektif.

17. Masyarakat Sipil, Kampus, dan Politik Koreksi

Masyarakat sipil mencakup organisasi advokasi, serikat, profesi, komunitas, organisasi agama,
kelompok lingkungan, dan gerakan informal. Mereka menghasilkan data, layanan, litigasi, protes,
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serta pendidikan. Kekuasaan korektif muncul ketika organisasi menghubungkan pengalaman warga
dengan proses kebijakan.

Ruang sipil dapat menyempit melalui aturan, kriminalisasi, pengawasan, pembatasan dana, dan
serangan digital. Namun kooptasi juga penting: aktivis masuk pemerintahan atau menerima
kemitraan. Masuknya ke institusi dapat memperluas pengaruh, tetapi mengurangi independensi bila
kritik berhenti. Transparansi peran dan pendanaan membantu menjaga kepercayaan.

Kampus memiliki otoritas pengetahuan dan membentuk elite masa depan. la dapat menjadiruang
kritik, tetapi bergantung pada izin, anggaran, jabatan, serta pasar pendidikan. Kebebasan akademik
memerlukan perlindungan terhadap tekanan eksternal dan internal. Akademisi juga wajib
mengungkap konflik kepentingan serta keterbatasan data.

Protes publik adalah bagian demokrasi, bukan kegagalan otomatis. Protes menandai saluran
representasi yang tidak memadai dan dapat membuka agenda. Respons pemerintah menentukan
apakah konflik menjadi pembelajaran atau represi. Dialog yang bermakna memerlukan perubahan,
alasan, dan pemantauan, bukan hanya penerimaan delegasi.

18. Politik Luar Negeri dan Sumber Kekuasaan Eksternal

Politik domestik terhubung dengan investor, negara besar, lembaga keuangan, rantai pasok, dan
norma internasional. Pemerintah menggunakan diplomasi untuk memperoleh pasar, teknologi,
modal, serta ruang strategis. Elite domestik dapat memperkuat posisi melalui hubungan eksternal,
sementara aktor asing membutuhkan mitra lokal.

Prinsip bebas aktif memberi ruang manuver, tetapi ketergantungan ekonomi menciptakan batas.
Infrastruktur, energi, mineral, pertahanan, dan teknologi digital melibatkan negosiasi yang dampaknya
domestik. Transparansi penting agar kepentingan nasional tidak menjadi istilah yang menutup
keuntungan khusus.

Kompetisi geopolitik dapat memperluas pilihan pembiayaan, namun juga memicu perlombaan
pengaruh. Negara perlu menilai risiko utang, transfer teknologi, keamanan data, lingkungan, dan
kapasitas industri. Parlemen serta publik membutuhkan akses pada komitmen jangka panjang.

Kedaulatan bukan isolasi. la adalah kemampuan menetapkan prioritas melalui institusi yang
akuntabel dan mengelola hubungan luar agar manfaat tersebar. Arsitektur domestik yang transparan
meningkatkan daya tawar; sistem yang tertangkap kepentingan sempit mudah menukar kepentingan
jangka panjang dengan keuntungan segera.

19. Kemunduran Demokrasi dan Ketahanan Institusional

Kemunduran demokrasi sering berlangsung melalui tindakan legal, bertahap, dan populer:
melemahkan pengawas, memperluas koalisi, mengubah aturan, menekan kritik, dan menggunakan
hukum secara selektif. Tidak selalu ada kudeta atau pembatalan pemilu. Pemilu tetap berjalan, tetapi
pilihan, informasi, dan akuntabilitas memburuk.

Literatur terbaru berbeda dalam menilai derajat autokratisasi Indonesia. Wijaya (2025)
menekankan authoritarian statism, sedangkan Mietzner (2025) menggarisbawahi batas autokratisasi
akibat dispersi kekuasaan. Keduanya dapat dibaca bersama: konsolidasi eksekutif dan negara terjadi,
tetapi elite, institusi, serta masyarakat tetap menciptakan hambatan.

Ketahanan demokratis bukan hanya keberadaan lembaga, tetapi kemampuan menjalankan
fungsi ketika tertekan. Pengadilan harus berani memutus, parlemen mengawasi, media menyelidiki,
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birokrasi menolak perintah melanggar, partai menawarkan alternatif, dan warga mempertahankan
hak. Kegagalan satu simpul dapat ditahan simpul lain.

Bahaya terbesar adalah normalisasi. Pelanggaran kecil yang dibiarkan mengubah ekspektasi;
pejabat dan warga menyesuaikan diri. Pemulihan memerlukan dokumentasi, sanksi, perbaikan
aturan, serta narasi bahwa demokrasi memberikan hasil. Tanpa kapasitas pelayanan, kebebasan
dapat dianggap tidak relevan; tanpa kebebasan, kapasitas negara kehilangan koreksi.

20. Suksesi Kekuasaan dan Kontinuitas

Suksesi damai adalah pencapaian penting Reformasi. Namun pergantian presiden tidak memulai
sistem dari nol. Koalisi, program, birokrasi, kontrak, utang, dan jaringan ekonomi menciptakan
kontinuitas. Presiden baru mewarisi arsitektur sekaligus berusaha menatanya ulang melalui kabinet,
prioritas, dan penunjukan.

Politik suksesi dimulai jauh sebelum kampanye. Partai menilai elektabilitas, elite membangun
aliansi, bisnis mengelola risiko, dan media membentuk figur. Pencalonan menjadi fase kritis karena
menyaring pilihan. Transparansi proses koalisi serta kriteria kandidat memperluas pemahaman
publik.

Kontinuitas kebijakan dapat baik bagi investasi dan pelayanan, tetapi tidak boleh menjadi
impunitas atau penguncian pilihan. Evaluasi program perlu membedakan biaya yang sudah tertanam
dari manfaat masa depan. Pemerintahan baru harus dapat mengoreksi tanpa menghancurkan
kapasitas.

Transisi kelembagaan membutuhkan arsip, data, audit, dan serah terima. Aset komunikasi serta
sistem informasi adalah milik publik, bukan figur. Tradisi menerima kekalahan, menjaga netralitas,
dan menghormati batas masa jabatan merupakan bagian tak tertulis dari arsitektur konstitusional.

21. Peta Arsitektur: Aliran Sumber Daya dan Akuntabilitas

Arsitektur kekuasaan dapat dipetakan melalui lima aliran: kewenangan, uang, jabatan, informasi,
dan legitimasi. Konstitusi mengatur kewenangan; anggaran, bisnis, dan donor menggerakkan uang;
partai serta eksekutif mengalokasikan jabatan; birokrasi, media, dan platform menguasai informasi;
pemilu, hukum, kinerja, agama, dan opini menghasilkan legitimasi. Aktor yang mengendalikan
beberapa aliran sekaligus memperoleh posisi kuat.

Akuntabilitas bergerak berlawanan arah. Warga memilih, parlemen mengawasi, pengadilan
menguji, auditor memeriksa, pers mengungkap, dan masyarakat sipil memobilisasi. Masalah timbul
ketika aliran sumber daya terintegrasi tetapi saluran akuntabilitas terfragmentasi. Sebuah keputusan
dapat melibatkan banyak pihak sehingga tidak ada yang mengaku bertanggung jawab.

Pemetaan harus berbasis isu. Arsitektur pangan berbeda dari pertahanan, nikel, pendidikan,
kesehatan, atau data. Peneliti perlu menelusuri keputusan, aktor, pemilik manfaat, bukti, titik veto,
serta dampak. Analisis jaringan membantu, tetapi hubungan informal memerlukan wawancara,
dokumen, dan sejarah.

Tujuan peta bukan mencari konspirasi tunggal. la menunjukkan struktur peluang dan hambatan.
Dengan mengetahui titik konsentrasi, reformasi dapat diarahkan: membuka data pada titik gelap,
memperkuat pengawas pada titik rentan, dan memberi partisipasi sebelum keputusan terkunci.
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22. Agenda Reformasi Arsitektur Kekuasaan

Pertama, reformasi pembiayaan politik harus menggabungkan batas sumbangan, identitas
pemilik manfaat, laporan real-time, audit independen, dan penegakan. Pengeluaran pihak ketiga,
influencer, serta dukungan non-uang perlu dicatat. Bantuan negara kepada partai dapat ditingkatkan
secara bertahap dengan syarat demokrasi internal, kaderisasi, dan laporan terbuka.

Kedua, konflik kepentingan perlu diatur lintas lembaga. Pejabat wajib mengungkap aset,
hubungan bisnis, penerima manfaat, hadiah, dan keputusan yang memerlukan pengunduran diri
sementara. Masa jeda pintu berputar mengurangi perpindahan langsung antara regulator dan industri.

Ketiga, independensi hukum serta pengawasan harus diperkuat melalui seleksi terbuka, masa
jabatan aman, anggaran memadai, pengawasan etik, dan publikasi alasan. Pelemahan lembaga tidak
boleh dilakukan melalui revisi cepat tanpa evaluasi.

Keempat, parlemen dan pembuatan undang-undang perlu transparansi agenda, draf, lobi, daftar
masalah, rekam suara, serta jawaban partisipasi. Layanan riset nonpartisan memperkuat
kemampuan anggota melawan dominasi informasi eksekutif atau industri.

Kelima, meritokrasi birokrasi dan netralitas aparat harus dilindungi. Mutasi politik, penggunaan
program untuk kampanye, serta penyalahgunaan data perlu sanksi. Digitalisasi harus diaudit dari sisi
hak.

Keenam, pluralisme informasi membutuhkan keterbukaan kepemilikan media, perlindungan
jurnalis, transparansi iklan pemerintah dan politik, akuntabilitas platform, serta dukungan pers lokal.
Warga perlu sumber yang memungkinkan penilaian independen.

Ketujuh, desentralisasi perlu diimbangi pengawasan konflik kepentingan lokal, keterbukaan
perizinan, pengadaan, BUMD, dan tata ruang. Organisasi lokal serta pers harus dilindungi.

Kedelapan, partisipasi publik perlu hadir pada tahap agenda, bukan setelah keputusan.
Pemerintah dan DPR harus menyediakan waktu, data, akses kelompok rentan, dan penjelasan tindak
lanjut. Demokrasi menjadi arsitektur hidup ketika warga dapat mengubah keputusan, bukan hanya
menyaksikannya.

23. Penutup: Dari Pergantian Elite menuju Demokratisasi Struktur

Arsitektur kekuasaan Indonesia kontemporer dibentuk oleh pertemuan konstitusi demokratis,
presidensialisme koalisional, partai terpusat, kekayaan terkonsentrasi, birokrasi besar,
desentralisasi, lembaga pengawasan, aparat keamanan, media hibrida, dan masyarakat sipil. Tidak
ada satu istilah yang menjelaskan seluruhnya. Demokrasi nyata, oligarki nyata, kapasitas negara
nyata, dan resistensi warga juga nyata.

Kekuasaan eksekutif menguat ketika koalisi besar, birokrasi, anggaran, dan popularitas
terintegrasi. Namun presiden tetap menghadapi batas dari elite, institusi, pasar, daerah, dan publik.
Elite dapat berkolusi sekaligus bersaing. Dispersi kekuasaan mencegah dominasi tunggal, tetapi tidak
otomatis memberi kuasa kepada rakyat. Perbedaan antara pluralisme elite dan demokrasi warga
adalah inti persoalan.

Reformasiyang hanya mengganti orang akan diserap struktur jika insentif tidak berubah. Kandidat
tetap membutuhkan biaya, partai tetap bergantung donor, pejabat tetap menghadapi jaringan, dan
pengawas tetap rentan. Karena itu, demokratisasi harus menyentuh aliran uang, proses pencalonan,
konflik kepentingan, informasi, seleksi jabatan, dan akses warga.
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Harapan terletak pada banyaknya titik koreksi. Pemilu, pengadilan, pers, kampus, organisasi,
protes, birokrasi profesional, dan perbedaan elite dapat saling memperkuat. Tugas demokrasi bukan
menghapus kekuasaan, melainkan membuatnya terbatas, terlihat, dapat diperdebatkan, dan dapat
diganti. Arsitektur yang baik tidak bergantung pada kebajikan satu pemimpin; ia membuat
penyalahgunaan sulit dan pelayanan publik menjadi pilihan paling rasional bagi siapa pun yang
berkuasa.

24. Dua Belas Studi Kasus Mekanisme Kekuasaan

Koalisi besar dan penyusutan ruang oposisi

Bayangkan pemerintahan yang didukung hampir seluruh partai di DPR. Dari perspektif eksekutif,
konfigurasi tersebut mengurangi risiko kebuntuan, mempercepat anggaran, dan membantu
kesinambungan program. Dari perspektif partai, masuk koalisi memberi akses pada jabatan,
informasi, serta peluang menunjukkan hasil kepada pemilih. Namun manfaat stabilitas membawa
biaya demokratis. Rapat parlemen dapat kehilangan daya kritis karena fraksi enggan mempermalukan
menteri dari koalisinya. Perbedaan dipindahkan ke negosiasi tertutup. Pemilih kesulitan mengetahui
siapa bertanggung jawab ketika hampir semua pihak memiliki bagian pemerintahan. Dalam situasi ini,
oposisi tidak hanya berarti partai di luar kabinet. Oposisi demokratis memerlukan hak agenda bagi
minoritas, kapasitas riset, akses dokumen, waktu debat, dan media yang bersedia meliput argumen
alternatif. Koalisi besar tetap dapat demokratis jika pembagian jabatan transparan, disiplin partai tidak
menutup nurani anggota, dan pengawasan tidak dihukum. Masalahnya bukan jumlah partai semata,
melainkan apakah arsitektur memungkinkan kritik mengubah keputusan. Jika semua perbedaan
diserap melalui distribusi manfaat, stabilitas berubah menjadi kartelisasi. Jika koalisi menyepakati
program, indikator, dan mekanisme evaluasi, stabilitas dapat menjadi kapasitas negara. Perbedaan
kedua pola itu terletak pada keterbukaan dan akuntabilitas.

Biaya pencalonan dan siklus ketergantungan

Seorang calon legislatif memerlukan biaya untuk administrasi, perjalanan, saksi, materi, tim,
kampanye digital, dan pemeliharaan jaringan. Dalam sistem kompetisi personal, ia juga bersaing
dengan rekan satu partai. Jika iuran anggota dan bantuan publik kecil, kandidat mencari donor atau
membiayai sendiri. Setelah terpilih, muncul hubungan utang budi dan kebutuhan mempertahankan
mesin. Siklus ini tidak selalu menghasilkan korupsi langsung, tetapi membentuk akses. Donor
memperoleh telepon yang dijawab, informasi lebih awal, serta kesempatan menjelaskan kepentingan.
Warga biasa menghadapi biaya organisasi lebih besar. Reformasi tidak cukup menetapkan batas yang
mudah disiasati. Pelaporan harus mengikuti pemilik manfaat, transaksi non-uang, pengeluaran pihak
ketiga, dan iklan digital. Audit acak serta pencocokan data diperlukan. Negara dapat menambah
subsidi berdasarkan suara, anggota, keterwakilan perempuan, pendidikan politik, dan kepatuhan.
Sebagai imbalan, partai membuka seleksi, rekening, donor, kontrak, dan hasil audit. Tujuannya bukan
menghapus uang dari politik—organisasi membutuhkan sumber daya—melainkan mencegah sumber
daya privat membeli pengaruh tersembunyi dan mengubah jabatan menjadi investasi.

Legislasi omnibus dan politik kecepatan

Undang-undang lintas sektor sering dibenarkan oleh kebutuhan menyederhanakan aturan serta
mempercepat investasi. Metode omnibus dapat rasional ketika regulasi saling bertentangan. Namun
luas materi memperbesar asimetriinformasi. Pemerintah dan kelompokindustri dengan tim ahli dapat
mengikuti ratusan perubahan, sedangkan serikat, komunitas daerah, serta publik kesulitan.
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Kecepatan lalu menjadi sumber kekuasaan: pihak yang telah melihat draf dan memahami jadwal
memiliki keuntungan. Deliberasi bermakna membutuhkan publikasi versi, tabel perubahan, naskah
akademik, data dampak, dan waktu tanggapan. Setiap perubahan setelah persetujuan harus terlacak.
Pemerintah perlu menjawab keberatan utama, bukan hanya mencatatjumlah rapat. Pengadilan dapat
menguji prosedur, tetapi koreksi setelah undang-undang berlaku menimbulkan biaya. Karena itu,
quality control legislatif harus berada sebelum paripurna. Kecepatan dan partisipasi bukan lawan
mutlak. Teknologi dapat membuka draf dan komentar, sedangkan jadwal yang jelas mengurangi
ketidakpastian. Persoalan timbul bila urgensi didefinisikan sepihak dan dipakai menutup pilihan.
Dalam arsitektur kekuasaan, kontrol atas kalender sama pentingnya dengan kontrol atas isi.

Pengadaan strategis dan konflik kepentingan

Sebuah proyek strategis menggabungkan keputusan teknis dan politik: lokasi, teknologi,
pembiayaan, mitra, risiko, dan manfaat. Pejabat memiliki diskresi karena tidak semua keadaan dapat
dirinci dalam aturan. Diskresi diperlukan untuk inovasi, tetapi membuka konflik kepentingan apabila
pengambil keputusan memiliki hubungan bisnis, keluarga, atau politik dengan peserta. Pencegahan
dimulai dari pengungkapan. Pemilik manfaat perusahaan, subkontraktor, konsultan, dan perantara
harus diketahui. Pejabat yang berkonflik perlu menarik diri dan keputusannya dicatat. Dokumen
pengadaan, perubahan kontrak, kemajuan, serta indikator harus terbuka dengan pengecualian
terbatas. Auditor tidak cukup memeriksa kuitansi; mereka perlu menilai persaingan, nilai manfaat, dan
perubahan ruang lingkup. Pengawasan masyarakat dapat membantu jika data mudah digunakan dan
pelapor dilindungi. Narasi strategis nasional tidak boleh menjadi kekebalan. Justru proyek bernilai
besar dan berdampak panjang memerlukan standar lebih tinggi. Transparansi tidak berarti semua
negosiasi disiarkan langsung, tetapi alasan pilihan, kriteria, dan hasil dapat diuji setelah keputusan.

Hilirisasi nikel dan pembentukan blok kebijakan

Hilirisasi nikel memperlihatkan interaksi negara, perusahaan domestik, investor asing,
pemerintah daerah, tenaga kerja, masyarakat, dan geopolitik. Larangan ekspor serta pembangunan
smelter menunjukkan kapasitas negara mengubah struktur pasar. Kebijakan dapat meningkatkan nilai
tambah dan membangun industri. Namun arsitektur manfaat perlu ditelusuri: kepemilikan,
pembiayaan, tarif energi, insentif pajak, standar kerja, dampak lingkungan, serta peluang industri
lanjutan. Perusahaan besar memiliki kemampuan bernegosiasi dan mengakses informasi;
masyarakat lokal menanggung dampak ruang dan lingkungan. Negara dapat menjadi pengarah
pembangunan sekaligus arena akumulasi. Penilaian tidak boleh berhenti pada dikotomi pro atau anti
investasi. Pertanyaan yang tepat ialah siapa menetapkan pilihan teknologi, siapa menerima subsidi
implisit, apakah transfer keahlian terjadi, bagaimana risiko ditanggung, dan apakah penerimaan
memperbaiki layanan lokal. Transparansi kontrak, pemilik manfaat, pemantauan lingkungan
independen, dan kanal keluhan memperkuat legitimasi. Kebijakan industri demokratis memerlukan
tujuan jangka panjang yang terbuka serta kemampuan mengoreksi ketika manfaat terkonsentrasi.

Dinasti lokal dan reproduksi akses

Keluarga politik dapat menang karena pemilih mengenal nama, menilai kinerja pendahulu, atau
percaya pada jaringan pelayanan. Karena itu, kemenangan kerabat tidak otomatis membuktikan
kecurangan. Namun keluarga memiliki keunggulan struktural: akses partai, donor, media lokal,
relawan, birokrasi, dan pengetahuan administratif. Ketika keunggulan ini berulang, jabatan publik
menyerupai aset yang diwariskan. Larangan berdasarkan hubungan darah menghadapi persoalan hak
politik dan dapat disiasati. Reformasi yang lebih kokoh menargetkan mekanisme: seleksi partai
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terbuka, netralitas aparatur, batas penggunaan fasilitas, transparansi donor, pengadaan, konflik
kepentingan, dan persaingan media. Pemerintah daerah perlu memisahkan program dari merek
keluarga. Data bantuan, hibah, dan mutasi harus dapat diaudit menjelang pemilu. Organisasi
masyarakat serta kandidat alternatif membutuhkan keamanan. Dengan demikian, fokus bergeser dari
moralitas keluarga ke kesetaraan lapangan. Dinasti melemah bila lembaga lebih kuat daripada nama,
informasi tersedia, dan biaya menantang petahana tidak terlalu tinggi.

Seleksi pimpinan lembaga independen

Ketika masa jabatan pimpinan lembaga pengawasan berakhir, presiden, panitia seleksi,
parlemen, profesi, dan publik terlibat. Setiap tahap adalah titik kekuasaan. Daftar panjang dapat
disaring melalui kriteria yang tidak terlihat; uji publik dapat formal; DPR dapat memilih berdasarkan
kedekatan. Hasilnya sah secara prosedural, tetapi independensi substantif dipertanyakan. Perbaikan
memerlukan matriks kompetensi, publikasi makalah, harta, afiliasi, konflik kepentingan, dan
wawancara yang dapat disaksikan. Panitia seleksi harus plural serta bebas konflik. Alasan memilih
dan menolak perlu dicatat. Masa jabatan, pemberhentian, dan anggaran harus dilindungi setelah
terpilih agar pimpinan tidak terus bergantung pada sponsor politik. Namun independensi tidak
membebaskan dari audit dan etik. Mekanisme etik sebaiknya tidak didominasi lembaga sendiri
ataupun pemerintah. Kualitas seleksi adalah investasi arsitektural: satu proses buruk dapat
memengaruhi ribuan keputusan dan sinyal penegakan selama bertahun-tahun.

Penanganan demonstrasi dan ujian supremasi hukum

Demonstrasi mempertemukan hak berkumpul dengan kewajiban menjaga keselamatan. Aparat
memiliki informasi, perlengkapan, dan kewenangan koersif; peserta memiliki hak tetapi berada dalam
posisi fisik lebih rentan. Aturan penggunaan kekuatan harus jelas, bertahap, perlu, dan proporsional.
Komandan perlu dapat diidentifikasi, peringatan terdokumentasi, layanan medis aman, serta jurnalis
dan pengamat dilindungi. Jika terjadi kekerasan, investigasi tidak cukup dilakukan unit yang sama
tanpa pengawasan eksternal. Rekaman, perintah, dan data penahanan harus dipertahankan. Peserta
yang melakukan tindak pidana dapat diproses individual; tindakan beberapa orang tidak
membenarkan penghukuman massa. Pemerintah juga harus membaca substansi protes. Respons
yang hanya keamanan mengabaikan kegagalan representasi yang melatarinya. Dialog tidak boleh
menjadi panggung tanpa tindak lanjut. Dalam arsitektur demokratis, aparat kuat karena profesional
dan dipercaya, bukan karena kritik takut turun ke jalan.

Belanja komunikasi pemerintah dan pembentukan citra

Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan, tetapi belanja komunikasi dapat berubah menjadi
promosi pejabat atau alat memengaruhi media. Perbedaan ditentukan oleh tujuan, isi, waktu,
sponsor, pengadaan, dan indikator. Kampanye pelayanan menjelaskan hak, jadwal, risiko, dan
sumber; pencitraan menonjolkan figur serta keberhasilan tanpa data. Kontrak dengan media dan
influencer harus mengungkap biaya, ruang lingkup, pemilihan, serta status konten berbayar. Belanja
tidak boleh dikaitkan dengan pemberitaan positif. Menjelang pemilu, pemisahan akun lembaga,
pribadi, dan kampanye perlu diperketat. Arsip konten dan data kinerja harus tersedia. Evaluasi
sebaiknya mengukur pemahaman serta penggunaan layanan, bukan sentimen. Media yang
bergantung pada iklan pemerintah sangat rentan di daerah; formula dan pengadaan terbuka
mengurangi tekanan. Komunikasi publik yang baik justru berani menyampaikan ketidakpastian,
kegagalan, dan koreksi. Kepercayaan dibangun oleh keterbukaan, bukan frekuensi pujian.
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Data bantuan sosial dan risiko elektoral

Data sosial membantu negara menargetkan bantuan dan merespons krisis. Namun basis data
penerima juga memiliki nilai politik karena menghubungkan identitas, lokasi, dan kebutuhan. Risiko
muncul bila program dipersonalisasi sebagai hadiah pemimpin, daftar digunakan untuk mobilisasi,
atau akses diberikan kepada tim kampanye. Tata kelola membutuhkan pembatasan tujuan,
pencatatan akses, keamanan, dan pemisahan organisasi. Kriteria penerima serta mekanisme koreksi
harus transparan tanpa membuka data pribadi. Pesan distribusi harus menegaskan bahwa bantuan
adalah hak berdasarkan kebijakan, bukan pemberian kandidat. Pengawas pemilu perlu memantau
perubahan anggaran, waktu penyaluran, dan penggunaan simbol. Ini tidak berarti bantuan harus
berhenti menjelang pemilu karena warga membutuhkan layanan. Yang diperlukan adalah konsistensi
aturan, dasar kebutuhan, dan auditindependen. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial
dan perlindungan data adalah isu kekuasaan: informasi yang dikumpulkan untuk melayani dapat
berubah menjadi alat ketergantungan bila batas institusional lemah.

Putusan pengadilan yang mengubah kompetisi

Putusan mengenai syarat kandidat, sistem pemilu, atau kewenangan lembaga dapat mengubah
siapa yang boleh berkompetisi. Hakim tidak boleh memutus berdasarkan popularitas, tetapi dampak
politik membuat standar etika semakin penting. Konflik kepentingan harus diungkap dan hakim
mengundurkan diri bila hubungan menimbulkan keraguan yang beralasan. Argumentasi perlu
menjelaskan dasar teks, preseden, tujuan konstitusi, dan alasan jika menyimpang. Proses harus
memberi pihak kesempatan setara. Putusan yang kontroversial tetap dapat sah apabila proses serta
alasan dipercaya; sebaliknya, hasil yang disukai publik dapat merusak institusi bila konflik diabaikan.
Mekanisme etik harus cepat tetapi tidak menjadi alat membalas isi putusan. Transparansi agenda,
distribusi perkara, dissenting opinion, dan kepatuhan terhadap putusan membantu. Arsitektur hukum
bergantung pada modal kepercayaan yang dibangun lama dan dapat hilang melalui satu kasus
simbolis.

Protes 2025 dan kapasitas koreksi

Gelombang protes memperlihatkan bahwa konsolidasi elite tidak menghapus kemampuan
mobilisasi warga. Keluhan ekonomi, fasilitas elite, kebijakan, atau tindakan aparat dapat bertemu
dalam satu momen. Media sosial mempercepat koordinasi dan dokumentasi, tetapi organisasi
lapangan, mahasiswa, serikat, profesi, dan komunitas memberi daya tahan. Respons elite dapat
berupa konsesi, pergantian figur, investigasi, atau represi. Konsesi cepat tidak selalu mengubah
struktur; ia dapat menyerap kemarahan sambil mempertahankan pola. Agar menjadi koreksi
demokratis, tuntutan perlu diterjemahkan ke indikator, perubahan aturan, anggaran, dan mekanisme
pemantauan. Pemerintah perlu membuka data serta menjelaskan tindak lanjut. Parlemen harus
menjadi arena respons, bukan bersembunyi. Protes juga memerlukan etika internal untuk melindungi
peserta, mengelola informasi, dan menjaga tuntutan inklusif. Kasus ini menegaskan batas arsitektur
elite: legitimasi tetap bergantung pada penerimaan warga, dan ruang publik dapat mengubah kalkulasi
ketika institusi formal tidak responsif.

25. Matriks Reformasi Berdasarkan Pusat Kekuasaan

1. Eksekutif. Prioritasnya adalah membuka dasar penunjukan, kontrak, data kinerja, dan konflik
kepentingan. Pengawasan parlemen, pengadilan, auditor, serta publik perlu memiliki akses tepat
waktu. Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman.
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Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi
independen.

2. Parlemen. Prioritasnya adalah mempublikasikan draf, lobi, rekam suara, dan jawaban atas
partisipasi. Layanan riset independen perlu mengurangi ketergantungan pada informasi pemerintah
dan industri. Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan
pedoman. Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan,
dan evaluasi independen.

3. Partai. Prioritasnya adalah mendemokratisasi seleksi, pendanaan, kaderisasi, dan penyelesaian
sengketa. Bantuan negara dikaitkan dengan audit, keterwakilan, serta hak anggota. Keberhasilan
diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman. Reformasi harus
memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi independen.

4. Bisnis. Prioritasnya adalah mengungkap pemilik manfaat, kontribusi politik, kontrak, dan pintu
berputar. Persaingan usaha serta pajak mengurangi konsentrasi daya material. Keberhasilan diukur
dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman. Reformasi harus memiliki
tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi independen.

5. Birokrasi. Prioritasnya adalah melindungi merit, netralitas, pelapor, serta data warga. Indikator
kinerja diarahkan pada pelayanan dan keadilan, bukan citra pejabat. Keberhasilan diukur dari
perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman. Reformasi harus memiliki
tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi independen.

6. Peradilan. Prioritasnya adalah memperkuat seleksi, recusals, alasan putusan, etik, dan
manajemen perkara. Independensi harus disertai akuntabilitas yang tidak dikendalikan pihak
berperkara. Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan
pedoman. Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan,
dan evaluasi independen.

7. Aparat keamanan. Prioritasnya adalah memperjelas mandat, penggunaan kekuatan, pengawasan,
dan investigasi. Supremasi sipil dijalankan melalui kebijakan, anggaran, hukum, dan pemulihan
korban. Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman.
Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi
independen.

8. Pemerintah daerah. Prioritasnya adalah membuka izin, tata ruang, hibah, BUMD, dan pengadaan.
Pers lokal serta masyarakat membutuhkan perlindungan dari balas dendam. Keberhasilan diukur dari
perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman. Reformasi harus memiliki
tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi independen.

9. Media dan platform. Prioritasnya adalah mengungkap kepemilikan, iklan, algoritma, moderasi, dan
sponsor. Pluralisme membutuhkan persaingan, perlindungan jurnalis, dan akses penelitian.
Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman.
Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi
independen.

10. Masyarakat sipil. Prioritasnya adalah memperkuat koalisi, basis bukti, keamanan, dan
transparansi internal. Partisipasi harus dihubungkan dengan agenda, keputusan, serta pemantauan
hasil. Keberhasilan diukur dari perubahan akses dan keputusan, bukan hanya penerbitan pedoman.
Reformasi harus memiliki tenggat, penanggung jawab, data dasar, mekanisme keluhan, dan evaluasi
independen.
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26. Delapan Lensa Teoretis untuk Membaca Indonesia

Institusionalisme historis

Lensa institusionalisme historis menekankan bahwa pilihan masa lalu membentuk jalur masa
kini. Orde Baru membangun birokrasi terpusat, hubungan negara-bisnis, peran keamanan, dan
pengelolaan organisasi sosial. Reformasi mengubah aturan, tetapi aktor lama menyesuaikan diri dan
sumber daya tidak dibagi ulang secara radikal. Konsep path dependence tidak berarti sejarah
menentukan segalanya. la menjelaskan mengapa beberapa pilihan lebih murah dan masuk akal bagi
aktor. Titik kritis seperti krisis 1998, perubahan konstitusi, desentralisasi, atau pandemi membuka
peluang perubahan. Setelah institusi baru terbentuk, ia menghasilkan kepentingan dan kebiasaan
baru. Pendekatan ini mencegah penilaian yang terlalu personal. Kebijakan seorang presiden perlu
dilihat sebagai interaksi mandat dengan warisan hukum, organisasi, utang, dan koalisi. Reformasi
efektif jika mengubah umpan balik: transparansi menghasilkan pengguna data, meritokrasi
menghasilkan aparatur profesional, dan pendanaan publik menghasilkan anggota yang menuntut
akuntabilitas. Tanpa umpan balik pendukung, aturan baru mudah dipulihkan ke pola lama.

Ekonomi politik oligarki

Lensa oligarki memusatkan perhatian pada kekuasaan material. Kekayaan ekstrem memberi
kemampuan menyewa ahli, membeli media, mendanai kandidat, menunggu proses, dan menanggung
risiko yang tidak dapat dilakukan warga biasa. Motif utama oligarki menurut Winters ialah
mempertahankan kekayaan dan pendapatan. Dalam Indonesia, demokrasi mengubah cara
pertahanan tersebut: dari kedekatan dengan satu penguasa menuju diversifikasi hubungan dengan
partai, kandidat, daerah, dan lembaga. Kekuatan pendekatan ini adalah menolak anggapan satu orang
satu suara berarti satu orang satu pengaruh. Keterbatasannya muncul jika semua hasil dianggap
kemenangan oligarki tanpa menguji mekanisme. Peneliti perlu membedakan kekuasaan instrumental,
struktural, dan ideologis. Pengusaha dapat melobi keputusan; negara dapat mengantisipasi reaksi
investasi; atau kepentingan bisnis dapat diterima sebagai akal sehat. Reformasi harus menargetkan
ketiga jalur melalui transparansi, persaingan, kapasitas negara, pajak, dan pluralisme pengetahuan.

Kartelisasi partai

Teori kartel menjelaskan kecenderungan partai yang secara elektoral bersaing tetapi bekerja
sama membagi sumber daya negara serta melindungi akses kolektif. Dalam sistem presidensial
multipartai, insentif koalisi sangat kuat. Partai dapat mengurangi perbedaan program dan berpusat
pada figur. Slater menyebut perangkap akuntabilitas ketika pembagian kekuasaan menghilangkan
oposisi efektif. Namun kartel tidak selalu solid. Konflik pencalonan, distribusi, wilayah, dan suksesi
dapat memecah elite. Karena itu, kartelisasi sebaiknya dipahami sebagai kecenderungan, bukan
identitas permanen. Indikatornya mencakup koalisi sangat luas, mobilitas partai antara pemerintah
dan oposisi, keseragaman legislasi, serta ketergantungan sumber daya negara. Jalan keluar meliputi
pendanaan yang transparan, hak oposisi, diferensiasi program, dan demokrasi internal. Pemilih
membutuhkan alternatif yang kredibel; tanpa alternatif, ketidakpuasan dapat bergeser dari pergantian
partai menuju penolakan sistem.

Clientelism dan broker

Clientelism melihat politik sebagai pertukaran manfaat khusus dengan dukungan. Broker
menghubungkan kandidat dan warga karena mengetahui jaringan lokal. Dalam Indonesia, bentuknya
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bervariasi dari uang, bantuan, akses birokrasi, hingga janji pelayanan. Pendekatan ini menjelaskan
mengapa organisasi formal lemah tetapi mobilisasi tetap efektif. la juga menunjukkan bahwa
patronase bukan hanya budaya; ia respons terhadap ketidakpastian, kemiskinan, dan lemahnya
program universal. Warga dapat menerima manfaat tanpa sepenuhnya patuh, sehingga broker tidak
selalu dapat menjamin suara. Reformasi moralistik yang hanya menyalahkan penerima akan gagal.
Negara perlu memperkuat hak universal, data layanan, rahasia suara, penegakan terhadap pemberi
terorganisasi, serta organisasi programatik. Ketika warga tidak bergantung pada perantara untuk
layanan, daya tawar broker menurun. Partai kemudian memiliki insentif menawarkan kebijakan lebih
luas. Clientelism adalah arsitektur distribusi; ia berubah bila jalur memperoleh hak menjadi
impersonal, mudah, dan dapat digugat.

State capacity dan developmentalism

Lensa kapasitas negara bertanya apakah pemerintah mampu menetapkan tujuan,
mengoordinasikan, memungut sumber daya, dan melaksanakan. Demokrasi yang tidak mampu
menyediakan layanan kehilangan legitimasi. Indonesia menunjukkan kemampuan besar pada
infrastruktur, bantuan sosial, kesehatan, dan industri tertentu, tetapi kapasitas tidak merata
antarwilayah serta sektor. Developmentalism menekankan kepemimpinan, perencanaan, dan
kemitraan bisnis. Risikonya adalah tujuan pembangunan dipakai mengurangi pengawasan. Negara
pembangunan yang demokratis membutuhkan birokrasi merit, evaluasi, disiplin terhadap
perusahaan, serta partisipasi terdampak. Hubungan dekat negara-bisnis dapat menghasilkan
pembelajaran jika negara mampu menetapkan syarat; ia menjadi capture jika perusahaan
menentukan aturan dan risiko ditanggung publik. Indikator kapasitas harus mencakup kualitas,
distribusi, kepatuhan hukum, dan kemampuan koreksi, bukan hanya kecepatan belanja. Negara
efektif dan demokrasi bukan pilihan yang saling meniadakan; pembatasan kekuasaan justru
menyediakan informasi mengenai kegagalan.

Hegemoni dan produksi persetujuan

Lensa hegemoni menjelaskan bagaimana kekuasaan bertahan melalui persetujuan, bukan
paksaan saja. Kelompok dominan menyajikan kepentingannya sebagai kepentingan nasional melalui
bahasa pembangunan, stabilitas, modernisasi, agama, atau keamanan. Persetujuan tidak identik
dengan manipulasi; warga dapat sungguh merasakan manfaat. Namun batas perdebatan dibentuk
oleh siapa memiliki media, data, ahli, dan akses. Kebijakan tertentu tampak tidak memiliki alternatif
karena pilihan lain tidak mendapat sumber daya untuk dijelaskan. Kontra-hegemoni muncul melalui
pers, kampus, seni, organisasi, dan pengalaman sehari-hari. Reformasi informasi harus memperluas
kapasitas memproduksi pengetahuan, bukan hanya akses menerima informasi. Data terbuka, riset
independen, kebebasan akademik, serta perlindungan budaya kritis memungkinkan warga menilai
narasi. Kekuasaan paling stabil ketika tidak terlihat sebagai kekuasaan; tugas analisis adalah
memperlihatkan asumsi, kepentingan, dan pihak yang disenyapkan.

Principal—agent dan rantai delegasi

Demokrasi dapat dibaca sebagai rantai delegasi: warga mendelegasikan kepada wakil dan
presiden; mereka mendelegasikan kepada menteri, birokrasi, BUMN, kontraktor, serta algoritma.
Setiap tahap memiliki asimetri informasi dan peluang penyimpangan. Pemilih tidak dapat memantau
semua tindakan, parlemen tidak memahami semua teknis, dan menteri tidak melihat setiap layanan.
Solusinya bukan sentralisasi total, melainkan kombinasi tujuan jelas, pelaporan, audit, insentif, dan
mekanisme koreksi. Masalah muncul ketika agen memiliki beberapa prinsipal dengan tuntutan
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berbeda—misalnya anggota DPR kepada pemilih, partai, dan donor. Transparansi membantu publik
mengetahui konflik, tetapi informasi yang terlalu besar tanpa kapasitas analisis juga tidak efektif.
Lembaga perantara seperti auditor, media, pengawas, dan organisasi profesi mengurangi biaya
pemantauan. Pendekatan principal-agent mengingatkan bahwa desain rinci menentukan hasil: siapa
memilih, siapa dapat memberhentikan, siapa memegang data, dan siapa menanggung kerugian.

Demokrasi agonistik dan konflik produktif

Lensa agonistik memandang konflik kepentingan sebagai unsur normal demokrasi. Tujuannya
bukan menghapus perbedaan, melainkan mengubah musuh yang harus dimusnahkan menjadi lawan
yang haknya diakui. Politik konsensus elite dapat menekan konflik tanpa menyelesaikan ketimpangan.
Sebaliknya, polarisasi afektif dapat menghancurkan dasar bersama. Institusi perlu menyediakan
ruang aman untuk serikat, pengusaha, komunitas, daerah, agama, perempuan, minoritas, dan
generasi menyatakan perbedaan. Parlemen, konsultasi, pengadilan, perundingan, media, dan
demonstrasi adalah kanal. Ketika kanal tertutup, konflik berpindah ke jalan atau kekerasan. Ketika
semua kritik dianggap menghambat pembangunan, pemerintah kehilangan informasi. Demokrasi
agonistik juga menuntut batas: dehumanisasi, ancaman, dan penolakan kesetaraan tidak dapat
dilindungi sebagai perbedaan biasa. Arsitektur yang matang tidak selalu tenang; ia mampu
memproses konflik secara adil dan menghasilkan keputusan yang dapat direvisi.

27. Peta Jalan Implementasi 2026-2030

Tahap pertama: membangun keterlihatan kekuasaan

Dua tahun pertama perlu memprioritaskan data dasar yang memungkinkan publik melihat
hubungan kekuasaan. Pemerintah, DPR, partai, dan daerah harus menyelaraskan identitas pemilik
manfaat, donor, pengadaan, konsesi, aset pejabat, serta belanja komunikasi dalam format yang dapat
dicari. Daftar lobi dan pertemuan pengambil keputusan mulai diterapkan pada sektor berisiko tinggi.
Transparansi harus memiliki standar kualitas, pembaruan, dan sanksi; unggahan PDF yang terlambat
bukan keterbukaan bermakna. Organisasi masyarakat, universitas, dan media perlu memperoleh
dukungan kompetitif untuk mengembangkan alat analisis tanpa kehilangan independensi. Pada tahap
ini, tujuan bukan langsung menghilangkan konflik kepentingan, melainkan membuatnya terdeteksi.
Data pribadi warga tetap dilindungi; yang dibuka adalah hubungan kekuasaan pemegang jabatan dan
penerima manfaat publik. Evaluasi menilai kelengkapan, penggunaan, koreksi, serta apakah informasi
memengaruhi keputusan pengawasan.

Tahap kedua: memperbaiki penjaga pintu politik

Reformasi berikutnya menyasar partai dan pencalonan karena keduanya menentukan pasokan
pemimpin. Bantuan keuangan publik ditingkatkan bertahap berdasarkan kepatuhan, pendidikan
kader, keterwakilan, anggota aktif, dan laporan audit. Seleksi kandidat memerlukan pengumuman
kriteria, jadwal, panel, rekam jejak, serta kanal keberatan. Partai mempertahankan identitas dan
otonomi, tetapi anggota memperoleh hak minimum. Penyelenggara pemilu mengintegrasikan laporan
digital, donor, dan pihak ketiga. Sanksi harus cepat agar berlaku sebelum hasil terkunci. Pendidikan
politik publik menjelaskan biaya nyata organisasi sehingga subsidi tidak dipersepsikan sebagai hadiah
elite. Keberhasilan diukur dari keragaman kandidat, penurunan sumber dana tak terjelaskan,
peningkatan anggota, dan kompetisi program. Reformasi ini sulit karena meminta elite mengubah
mekanisme yang membawa mereka berkuasa; tekanan pemilih dan insentif anggaran perlu bekerja
bersama.
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Tahap ketiga: memulihkan hukum dan pengawasan

Seleksi pimpinan pengadilan, penegak hukum, auditor, dan komisi harus diselaraskan pada
prinsip terbuka, berbasis kompetensi, bebas konflik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik
memperoleh dokumen calon, sedangkan panel memberi alasan. Masa jabatan serta anggaran
dilindungi, tetapi laporan kinerja dan etik diperkuat. Sistem manajemen perkara mempublikasikan
waktu, status, distribusi, penghentian, dan pemulihan dalam bentuk agregat yang aman. Audit
selektivitas dilakukan untuk mengenali pola penggunaan hukum terhadap lawan atau perlindungan
sekutu. Pelapor, saksi, hakim, jaksa, penyidik, dan jurnalis perlu keamanan. Pemulihan kepercayaan
tidak dicapai melalui slogan independensi, melainkan konsistensi keputusan yang dapat diperiksa.
Indikator mencakup kepatuhan pada rekomendasi, waktu, disparitas, putusan etik, dan persepsi
pengguna layanan, bukan hanya jumlah perkara.

Tahap keempat: mendemokratisasi kapasitas negara

Reformasi birokrasi perlu menggabungkan meritokrasi dengan partisipasi. Kementerian dan
daerah mempublikasikan tujuan, data dasar, kontrak, indikator distribusi, serta evaluasi independen.
Pejabat karier dilindungi dari mutasi partisan, tetapi wajib merespons keluhan dan hasil audit. Sistem
digital menjalani penilaian dampak hak, keamanan, bias, dan vendor lock-in. Program strategis
memiliki forum konsultasi sebelum desain final dan mekanisme keluhan sepanjang pelaksanaan.
Pemerintah membangun kapasitas negosiasi agar tidak bergantung pada konsultan atau perusahaan.
Kecepatan tetap penting, tetapi pengecualian prosedur memiliki batas waktu serta evaluasi. Negara
yang demokratis tidak harus lambat; ia cepat karena data baik, tanggung jawab jelas, dan kesalahan
dikoreksi, bukan karena pengawasan disingkirkan.

Tahap kelima: melembagakan koreksi warga

Pada akhir periode, setiap kebijakan besar seharusnya memiliki jejak partisipasi: siapa
terdampak, dokumen apa diberikan, masukan apa diterima, dan alasan keputusan. DPR serta
pemerintah menyediakan petisi dengan ambang tindak lanjut, konsultasi hibrida, dan akses bagi
disabilitas serta wilayah tertinggal. Pers lokal, bantuan hukum, serikat, organisasi profesi, dan
laboratorium kebijakan kampus diperkuat melalui mekanisme dana yang independen dan transparan.
Pendidikan kewargaan mengajarkan anggaran, hukum, data, serta organisasi, bukan hanya hafalan
lembaga. Pemerintah melaporkan pemulihan setelah pelanggaran, bukan hanya penindakan. Ukuran
akhirnya adalah apakah warga tanpa kekayaan atau kedekatan dapat memperoleh informasi,
menyampaikan alasan, menantang keputusan, dan melihat perubahan. Pada titik itu, arsitektur
kekuasaan mulai bergeser dari akses istimewa menuju kewargaan setara.

28. Sintesis Akhir: Tujuh Prinsip Demokratisasi Kekuasaan

1. Kekuasaan harus terlihat. Warga tidak dapat mengawasi hubungan yang disembunyikan.
Keterbukaan pemilik manfaat, donor, lobi, jabatan, kontrak, data, dan alasan keputusan merupakan
prasyarat. Transparansi perlu dapat digunakan, diperbarui, dan disertai konsekuensi. Dalam
penerapan, prinsip ini harus diterjemahkan ke indikator, penanggung jawab, tenggat, mekanisme
pengaduan, dan evaluasi independen. Hubungannya dengan prinsip lain juga penting: transparansi
tanpa sanksi lemah, sanksi tanpa proses berbahaya, dan partisipasi tanpa informasi kosong.

2. Tidak ada independensi tanpa akuntabilitas. Lembaga perlu terlindung dari intervensi, tetapi
tetap tunduk pada mandat, etik, audit, alasan, dan pengadilan. Independensi bukan hak istimewa
pejabat; ia perlindungan fungsi publik. Dalam penerapan, prinsip ini harus diterjemahkan ke indikator,

23



Rudy C Tarumingkeng | Arsitektur Kekuasaan dalam Politik Indonesia Kontemporer

penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi independen. Hubungannya dengan
prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi tanpa proses berbahaya, dan
partisipasi tanpa informasi kosong.

3. Stabilitas memerlukan oposisi. Pemerintahan efektif membutuhkan dukungan, tetapi alternatif
dan kritik menjaga pembelajaran. Hak minoritas, pers, riset, serta ruang sipil mencegah stabilitas
berubah menjadi stagnasi atau kartel. Dalam penerapan, prinsip ini harus diterjemahkan ke indikator,
penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi independen. Hubungannya dengan
prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi tanpa proses berbahaya, dan
partisipasi tanpa informasi kosong.

4. Kapasitas negara harus demokratis. Kecepatan, koordinasi, dan disiplin dibutuhkan untuk
pembangunan. Namun kapasitas harus melayani hak, membuka koreksi, dan membagi manfaat.
Kekuasaan koersif tanpa layanan bukan kapasitas yang matang. Dalam penerapan, prinsip ini harus
diterjemahkan ke indikator, penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi
independen. Hubungannya dengan prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi
tanpa proses berbahaya, dan partisipasi tanpa informasi kosong.

5. Uang politik harus diatur pada sumber dan aliran. Batas nominal tidak cukup. Regulasi perlu
menelusuri pemilik manfaat, pihak ketiga, jasa, dukungan non-uang, serta pengeluaran digital,
sembari menyediakan pembiayaan publik yang akuntabel. Dalam penerapan, prinsip ini harus
diterjemahkan ke indikator, penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi
independen. Hubungannya dengan prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi
tanpa proses berbahaya, dan partisipasi tanpa informasi kosong.

6. Partisipasi harus memiliki akibat. Konsultasi dinilai dari informasi, waktu, keterwakilan, jawaban,
dan perubahan. Warga perlu mengetahui jejak pengaruhnya. Partisipasi seremonial justru
memperdalam ketidakpercayaan. Dalam penerapan, prinsip ini harus diterjemahkan ke indikator,
penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi independen. Hubungannya dengan
prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi tanpa proses berbahaya, dan
partisipasi tanpa informasi kosong.

7. Reformasi harus mengubah insentif. Etika personal penting, tetapi sistem tidak boleh bergantung
pada orang baik. Aturan, data, sanksi, karier, pendanaan, dan distribusi kewenangan harus membuat
pelayanan lebih menguntungkan daripada penyalahgunaan. Dalam penerapan, prinsip ini harus
diterjemahkan ke indikator, penanggung jawab, tenggat, mekanisme pengaduan, dan evaluasi
independen. Hubungannya dengan prinsip lain juga penting: transparansi tanpa sanksi lemah, sanksi
tanpa proses berbahaya, dan partisipasi tanpa informasi kosong.

Glosarium
Istilah Definisi
Akuntabilitas horizontal Pengawasan antarlembaga negara yang kedudukannya relatif sejajar.

. . Pertanggungjawaban pejabat kepada warga melalui pemilu,
Akuntabilitas vertikal . . L. .
partisipasi, dan opini publik.

. Susunan institusi, aturan, sumber daya, jaringan, dan pengetahuan
Arsitektur kekuasaan
yang membentuk keputusan.

. . Proses bertahap berkurangnya kompetisi, kebebasan, dan
Autokratisasi
pembatasan kekuasaan.
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Clientelism

Checks and balances

Conflict of interest

Elite capture

Executive aggrandizement

Koalisi besar

Negara hukum

Oligarki

Patronase

Pemilik manfaat

Pintu berputar

Politisasi birokrasi

Presidensialisme koalisional

Rente

State capture

Supremasi sipil

Titik veto
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Pertukaran dukungan politik dengan manfaat yang bersifat khusus
atau bersyarat.

Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarpusat
kekuasaan.

Situasi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi pelaksanaan
tugas publik.

Penguasaan kebijakan atau lembaga oleh kelompok berpengaruh
untuk manfaat sempit.

Perluasan kekuasaan eksekutif secara bertahap, sering melalui
sarana legal.

Koalisi yang mencakup sebagian besar partai sehingga memperkuat
stabilitas tetapi memperkecil oposisi.

Tatanan ketika kekuasaan dijalankan dan dibatasi oleh hukum yang
adil.

Dominasi politik yang bertumpu pada konsentrasi kekayaan material
pada sedikit aktor.

Distribusi jabatan atau sumber daya untuk membangun loyalitas
politik.

Orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau menikmati
manfaat suatu entitas.

Perpindahan antara jabatan publik dan sektor yang pernah diatur
sehingga menimbulkan risiko konflik kepentingan.

Penggunaan aparatur, jabatan, atau program untuk kepentingan
partisan.

Pemerintahan presidensial yang bergantung pada koalisi multipartai
di parlemen.

Keuntungan yang diperoleh melalui kontrol akses atau aturan, bukan
penciptaan nilai produktif.

Kondisi ketika pembuatan aturan negara secara sistematis
dipengaruhi kepentingan privat.

Kendali demokratis lembaga sipil atas kebijakan dan aparat
keamanan.

Aktor atau prosedur yang persetujuannya diperlukan agar kebijakan
dapat bergerak.
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